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Asriani, Pengaruh Disclosure Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Pertambangan. Dibimbing oleh Ibu Risnawati Ramli.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disclosure corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data sekunder yang diambil dari laporan tahunan (annual report). Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan terdapat 72 sampel data yang sesuai dengan kriteria dari 24 perusahaan dan terdapat outlier sebanyak 39 sampel data untuk memenuhi uji normalitas, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 33 sampel data. Penelitian ini menggunakan model regresi sederhana dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan alat analisis aplikasi IBM SPS Versi 27. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa (1) disclosure corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (2) kepemilikan institusional sebagai proyeksi dari good corporate governance tidak dapat memoderasi pengaruh disclosure corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak.
Kata kunci: corporate social responsibility, penghindaran pajak, good corporate governance

















ABSTRACT
Asriani. The effect of Disclosure Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance with Good Corporate Governance as Moderating Variable in Mining Companies. Supervised by Risnawati Ramli. This study aims determine the effect of disclosure corporate social responsibility on tax avoidance with good corporate governance as moderating variable in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2021-2023. This research uses purposive sampling and earn technique and earn 72 sample data that meet the criteria from 24 companies and there are 39 outliers to meet the normality test, so the sample that uses in this research is 33 sample data. this research uses a simple regression model and Moderated Regression Analysis (MRA) using the IBM SPSS 27 application analysis tool. Based on the results of this research, it was found that (1) disclosure corporate social responsibility has no significant effect on tax avoidance, (2) good corporate governance weakens the effect of disclosure corporate social responsibility on tax avoidance.
Keywords: Corporate social responsibility, tax avoidance, good corporate governance
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1.1. [bookmark: _Toc201529827]	Latar Belakang
Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan suatu negara dan memiliki peran yang sangat krusial bagi negara dalam mendukung suatu pembangunan negara. Sebagai salah satu sumber terbesar penerimaan negara, penerapan pajak bersifat wajib dan memaksa bagi orang pribadi ataupun badan yang sesuai dengan kriteria wajib pajak yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Bagi suatu negara, peran pajak memang sangat penting bagi kelangsungan suatu negara, namun hal tersebut berbeda dengan perusahaan yang melihat pajak sebagai salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kelangsungan hidup suatu perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dengan menekan angka pajak sekecil-kecilnya adalah dengan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak yang biasa disebut dengan penghindaran pajak. Penghindaran pajak secara hukum dapat dilakukan oleh suatu perusahaan secara legal, namun hal tersebut juga dapat memberikan risiko bagi nilai suatu perusahaan.  Penghindaran pajak menurut Puspita & Febrianti (2017) merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meminimalisir ataupun menghapus beban pajak terutangnya yang bersifat wajib dan perlu dibayarkan dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku.  Berdasarkan Tax Justice Network (2020), yang mencatat penerimaan pajak yang tidak dipungut akibat adanya praktik penghindaran pajak di Indonesia 
1

diperkirakan mencapai US$4,86 milyar per tahun yang setara dengan Rp 69,1 triliun di Indonesia. Adapun di tahun 2021, berdasarkan laporan The State of Tax Justice 2021 oleh Tax Justice Network diungkapkan bahwa Indonesia mengalami kerugian pajak yang mencapai US$ 2,275 juta dan sebesar US$ 2,216.3 juta yang sebagain besar disebabkan oleh perusahaan perusahaan yang mekakukan penyalahgunaan pajak. Angka tersebut bahkan bertambah hingga tahun 2023 yang membuat Indonesia mengalami kerugian pajak tahunan akibat Coorporate Tax Abuse hingga mencapai angka US$ 2,736.5 juta. 
Sektor pertambangan termasuk salah satu sektor yang sangat rentan terhadap praktik korupsi. Hal tersebut diperkuat oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia yang melaporkan bahwa pada tahun 2020, hanya terdapat 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah menerapkan pelaporan pajak secara transparan. Sedangkan, 70% lainnya masih belum menjalankan pelaporan pajak dengan tingkat keterbukaan yang memadai (Bisnis.com). Bahkan, berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sektor ini telah melakukan praktik penghindaran pajak dengan nilai mencapai sekitar Rp 15,9 triliun (ddtc.co.id). Adapun salah satu kasus yang cukup besar di Indonesia terkait perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak adalah kasus yang terjadi pada PT. Adaro Energi yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan menggunakan praktik transfer pricing. Praktik yang dilakukan oleh PT. Adaro Energi adalah transfer pricing dengan melakukan transfer pendapatan ataupun laba yang diperoleh dari kegiatan perusahaan ke anak perusahaan yang berada di negara lain dengan tingkat pajak yang lebih rendah. Dari kasus tersebut, mengindikasikan bahwa peraturan pajak yang diterapkan di Indonesia mempunyai kelemahan yang seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. 
Berdasarkan Kementerian Keuangan, tercatat bahwa jumlah Wajib Pajak (WP) yang memiliki izin usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) lebih banyak dibandingkan dengan yang melaporkan. Pada tahun 2015, dari total 8.003 Wajib Pajak (WP) di sektor industri batu bara, sebanyak 4.532 Wajib Pajak (WP) yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mereka. Data ini belum termasuk pelaku usaha batu bara skala kecil yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP). Selain itu, perlu diperhatikan bahwa diantara Wajib Pajak (WP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), terdapat kemungkinan laporan tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Banyak juga yang melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, namun dalam laporan tersebut merupakan hasil dari strategi penghindaran pajak dan penghematan pajak, seperti perencanaan pajak agresif, corporate inversion, pengalihan keuntungan, dan transfer pricing yang tidak wajar (katadata.co.id). 
Seiring dengan banyaknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan berbanding lurus dengan semakin besarnya sorotan masyarakat terhadap praktik bisnis yang tidak etis, sehingga membuat perusahaan dituntut untuk membangun suatu repustasi baik di kalangan masyarakat melalui strategi yang mempunyai orientasi pada keberlanjutan. Adapun salah satu strategi atau pendekatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR) di laporan tahunan mereka, yang dimana dalam pengungkapan tersebut tidak hanya menunjukkan bagaiamana kepedulian suatu perusahaan terhadap lingungan dan isu sosial yang beredar di masyarakat, tetapi juga dapat mencerminkan bagaimana tingkat transparansi serta integritas suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, dapat menciptakan reputasi perusahaan yang positif dan memperkuat legitimasi di mata stakeholder. Secara teoritis, perusahaan yang mempunyai komitmen kuat terhadap tanggung jawab sosial akan menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat ataupun negara seperti praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, Corporate Sosial Responsibility (CSR) dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat menekan suatu perusahaan untuk mengurangi  kecenderungan suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. 
Namun, hubungan antara pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dengan pengindaran pajak tidak selalu berbanding lurus dalam berbagai hasil penelitian. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan yang cenderung mengungkapkan Corporate Sosial Responsibility (CSR) tetap melakukan praktik penghindaran pajak yang mereka manfaatkan sebagai alat pencitraan (window dressing) sehingga memperoleh legitimasi dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) saja tidak cukup untuk dapat memastikan bahwa perusahaan akan memennuhi kewajiban perpajakannya dengan tidak melakukan praktik penghindaran pajak. 
Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial, tetapi juga menjadi salah satu indikator yang penting dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang mengedapankan akuntabilitas, tanggung jawab, serta transparansi untuk memperkuat integritas suatu perusahaan. Adapun penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat dikatakan efektif jika dewan komisaris, komite audit, dan peran kepemilikan intitusional terlibat secara aktif. Tiga hal tersebut, dikatakan dapat menekan perilaku suatu perusahaan termasuk adanya praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, Good Corporate Governance (GCG) dapat berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat pengaruh Corporate Sosial Responsibility (CSR) terhadap kecenderungan  perusahaan dalam melakukan praktik penghindara pajak.
Penelitian mengenai pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh Dewi & Nustini (2024), memperoleh hasil bahwa Corporate Sosial Responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sofia & Sofianty (2024) memperoleh hasil bahwa pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Restuti (2024) mempunyai hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu Corporate Sosial Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan terdapat ketidakkonsistenan mengenai pengaruh disclosure Corporate Sosial Responsibility (CSR) terhadap praktik penghindaran pajak. 
Adapun penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Nustini (2024) dengan judul Corporate Sosial Responsibility, leverage, capital intensity, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak: Good Corporate Governance sebagai pemoderasi memperoleh hasil bahwa komisaris independen dalam Good Corporate Governance (GCG) mampu memoderasi hubungan antara Corporate Sosial Responsibility (CSR) dengan agresivitas pajak, dan kepemilikan manajerial tidak mampu memoderasi hubungan antara Corporate Sosial Responsibility (CSR) dengan agresivitas pajak. Sedangkan penelitian mengenai Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel independen terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Kusumawati & Kiryanto (2025) memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional dan kualitas audit dalam Good Corporate Governance (GCG) memiliki implikasi negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan  oleh beberapa peneliti menunjukkan terdapat ketidakkonsistenan mengenai pengaruh Good Corporate Governance sebagai variabel moderasi jika dikaitkan dengan disclosure Corporate Social Responsibility terhadap penghindaran pajak.
[bookmark: _Hlk201552564]Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Disclosure Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak dengan  Good Corporate Governance (GCG) sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Pertambangan”.  

1.2. [bookmark: _Toc201529828]	Rumusan Masalah
	Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah Disclosure Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah penerapan Good Corporate Governance (GCG) dapat memoderasi hubungan antara Disclosure Corporate Social Responsibility (CSR) dengan penghindaran pajak?
1.3. [bookmark: _Toc201529829]	Tujuan Penelitian 
	Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Untuk menganalisa dan membuktikan bahwa Disclosure Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisa dan membuktikan bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) dapat memoderasi hubungan antara Disclosure Corporate Social Responsibility (CSR) dengan penghindaran pajak.
1.4. [bookmark: _Toc201529830]	Manfaat Penelitian
	Berdasarkan tujuan penelitian  diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya Disclosure Corporate Social Responsibility (CSR) pada suatu perusahaan dan dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan bagaimana penerapan Disclosure Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikaitkan dengan teori agensi 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam menentukan kebijakan terkait meminimalkan penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan kedepannya.
3.	Manfaat Regulasi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembuat kebijakan khususnya untuk peraturan perpajakan dengan memperhatikan  celah-celah dalam peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi tindakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.  
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[bookmark: _Toc201529833]2.1 	Teori Agensi
Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Merkusiwati & Eka Damayanthi (2019) menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pihak pemilik usaha (principal) dengan pihak yang diberi kuasa untuk mengelola perusahaan (agen), di mana agen diberi kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama principal.  Agen dalam teori agensi memiliki akses informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan jika dibandingkan dengan principal, dimana hal tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi (asymmetrical information) antara pihak agen dan pihak principal. Munculnya ketidakseimbangan informasi ini memungkinkan pihak agen untuk menyembunyikan informasi tertentu dari pihak principal (Darma et al, 2018). Menurut Saraswati & Sujana (2017), ketidakseimbangan informasi antara pemilik dan manajer yang memicu terjadinya konflik agensi. Berdasarkan Colgan (2001) menyatakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya masalah keagenan, yaitu berupa:
a. Moral hazard, yaitu kondisi di mana seseorang bertindak dengan cara yang konsekuensinya akan ditanggung oleh pihak lain.
b. Penahanan laba (earning retention), yakni tindakan manajer selaku agen yang melakukan investasi berlebihan melalui peningkatan modal dan akuisisi, serta melakukan pencatatan atau penilaian secara subjektif. Namun, peningkatan modal ini berpotensi menimbulkan risiko terkait penilaian di pasar saham. 
c. Jangka waktu (time horizon), yaitu konflik yang terjadi akibat perbedaan pandangan antara manajemen dan pemilik terhadap arus kas masa depan. Principal cenderung untuk memilih investasi jangka panjang yang lebih berisiko, sedangkan manajemen cenderunng untuk menghindari risiko demi menjaga kestabilan pekerjaannya. 
d. Penghindaran risiko oleh manajer (managerial risk aversion), muncul ketika manajemen tidak mampu mendiversifikasi portofolio investasi secara efektif, sehingga cenderung menghindari investasi yang berisiko meskipun berpotensi memberikan imbal hasil yang tinggi.
Berdasarkan Tanjaya & Nazir (2021) koflik agensi yang terjadi antara principal dan agen pada dasarnya karena terdapat perbedaan kepentingan, dimana masing-masing pihak berusaha untuk mengutamakan keuntungan yang bersifat pribadi dengan maksud mempunyai tujuannya masing-masing.
Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan digunakan untuk menjelaskan penghindaran pajak yang muncul akibat adanya konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham, serta konflik antara otoritas pajak dan wajib pajak (perusahaan). Dimana, manajer sebagai agen akan cenderung berupaya untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan dengan melakukan berbagai cara, salah satunya adalah penghindaran pajak untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek yang bertentangan dengan kepentingan jangka panjang yang diinginkan oleh pihak principal yaitu pemilik perusahaan yang lebih mengedepankan reputasi perusahaan. 
	Adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh pihak agen dan pihak principal dapat menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Dalam penelitian ini manajemen sebagai pihak agen akan melakukan berbagai cara untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dengan tidak memperdulikan pihak pemilik perusahaan sebagai principal. Oleh karena itu, pemilik perusahaan sebagai pihak principal menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai mekanisme pengawasan dan legitimasi dimana perusahaan yang secara aktif menjalankan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) biasanya menunjukkan tingkat transparansi dan tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap para pemangku kepentingan sesuai dengan kepentingan jangka panjang yang diinginkan oleh pemilik perusahaan sebagai pihak principal. Hal ini juga membantu mengurangi tindakan manajemen sebagai pihak agen yang merugikan seperti penghindaran pajak . Selain itu, pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) juga memperkuat citra dan kepercayaan publik terdahap perusahaan, sehingga mendorong kepatuhan  terhadap kewajiban perpajakan sebagai bagian dari komitmen sosial perusahaan mekanisme pengendalian 
Dalam teori agensi, Good Corporate Governance (GCG) berfungsi sebagai alat pengendali yang mampu menekan ketimpangan informasi serta perilaku manajamen sebagai pihak agen yang mempunyai kepentingan berbeda dengan pihak principal yaitu pemilik perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang baik melalui keberadaan dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan manajerial, serta kualitas audit dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak karena adanya pengawasan yang intensif dan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Dengan Sebaliknya, jika penerapan Good Corporate Governance (GCG) lemah, manajer sebagai pihak agen memiliki peluang lebih besar untuk bertindak demi kepentingan pribadi, termasuk menghindari pajak, yang pada akhirnya merugikan pemilik perusahaan dan pemangku kepentingan lainnyam yang berperan sebagai pihak prinsipal. 
Oleh karena itu, berdasarkan teori agensi Corporate Social Responsibility (CSR) dapat menekan perilaku oportunistik seperti penghindaran pajak melalui peningkatan transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi, keberhasilan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam membatasi penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh seberapa baik penerapan Good Corporate Governance (GCG) sebagai alat pengawasan. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang optimal akan memperkuat peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam menurunkan praktik penghindaran pajak dengan cara menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan pemilik, serta meminimalkan asimetri informasi dan konflik agensi. Sebaliknya, jika Good Corporate Governance (GCG) tidak dijalankan secara efektif, maka Corporate Social Responsibility (CSR) saja tidak cukup untuk membatasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen.
2.2 [bookmark: _Toc201529834]Penghindaran Pajak
Pajak merupakan beban finansial yang cukup besar bagi perusahaan dan berkontribusi pada pengurangan arus kas yang dapat digunakan oleh perusahaan dan para pemegang saham. Situasi ini memberikan motivasi kepada perusahaan untuk mencari cara dalam mengurangi besaran pajak melalui praktik penghindaran pajak (Chen et al., 2010). Upaya yang sering diterapkan oleh manajemen perusahaan untuk mencapai target laba yang diinginkan adalah melalui praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan skema yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meminimalisir beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Penghindaran pajak seringkali dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak karena pajak dianggap sebagai beban oleh wajib pajak. Pada dasarnya penghindaran pajak dianggap legal dikarenakan hal tersebut tidak melanggar kebijakan perpajakan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Namun, hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan oleh pemerintah karena hal tersebut mengakibatkan penuruna signifikan  dalam jumlah pendapatan yang diterima oleh negara melalui sektor pajak. 
Dalam buku karangan Parjiono et al., (2018) penghindaran pajak diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: 
1. Penghindaran pajak yang diizinkan (acceptable tax avoidance)
Suatu skema dalam penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diizinkan untuk dilakukan atau sesuai dengan peraturan tujuan usaha yang baik dan tidak terlibat dalam transaksi yang direkayasa.
2. Penghindaran pajak tidak diizinkan (unacceptable tax avoidance) Suatu skema dalam penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang tidak diizinkan untuk dilakukan atau tidak sesuai dengan peraturan tujuan usaha yang baik dan semata mata untuk menghindari pajak dengan melakukan transaksi yang direkayasa sehingga menimbulkan kerugian

2.3 [bookmark: _Toc201529835]Corporate Social Responsibility (CSR) 
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep dimana perusahaan akan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan dalam berbagai aspek penataan perusahaan yang mencakup apek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Corporate Social Responsibility (CSR) adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola operasi bisnisnya dengan cara memproduksi produk atau layanan yang berdampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Konsep The Triple Bottom Line, yang diungkapkan oleh Elkington & Rowland (1999) mengemukakan bahwa untuk bertahan, perusahaan perlu memperhatikan tiga faktor, yaitu profit (keuntungan), people (masyarakat), dan planet (bumi). Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) mencakup aktivitas apa pun yang melibatkan upaya perusahaan untuk membuat dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Praktik ini juga berfokus pada masalah tata kelola perusahaan, seperti integritas, etika, transparansi, dan fungsi dewan direksi yang efektif (Abdelfattah & Aboud, 2020). 
Corporate Social Responsibility (CSR) adalah konsep di mana perusahaan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi dalam setiap langkahnya. Corporate Social Responsibility (CSR) mencakup tanggung jawab perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan operasionalnya berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sambil tetap mempertimbangkan keuntungan ekonomi jangka panjang. Corporate Social Responsibility (CSR) mencakup berbagai inisiatif seperti program lingkungan, kesejahteraan karyawan, dan kontribusi sosial kepada komunitas lokal. Melalui Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan berusaha untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan finansial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.
2.4 [bookmark: _Toc201529836]Good Corporate Governance (GCG)
Menurut Manossoh (2016) Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu sistem, proses atau struktur yang mengatur hubungan harmonis antara perusahaan dengan pemangku kepentingan lainnya seperti pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, dan karyawan agar mencapai kinerja perusahaan yang baik dan tidak merugikan pemangku kepentingan. Good Corporate Governance (GCG) juga didefinisikan sebuah rangkaian yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan agar perusahaan berjalan sesuai dengan operasional perusahaan dan harapan para pemegang saham. 
Prinsip dari Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia tercantum dalam Keputusan Menteri BUMN No. Kep-16/MBU/2012 Tentang penerapan praktik Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN pada Bab II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Dalam penelitian ini Good Corporate Governance (GCG) diproksikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit.
2.5 [bookmark: _Toc201529837]Penelitian Terdahulu
	Penelitian terdahulu merupakan referensi dari penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai sumber acuan sehingga dapat membantu dalam memperluas dan mendalami penelitian yang sedang dilakukan. Referensi ini juga secara tidak langsung membantu peneliti untuk menghindari kesan plagiarisme dengan acuan memberikan peneliti landasan yang jelas serta mendukung suatu informasi atau ide yang digunakan dalam penelitiannya. Dengan demikian, berikut hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:
[bookmark: _Toc201529157]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No.
	Peneliti
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Pratiwi & Restuti (2024)
	Pengaruh Komite Audit dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Praktik Penghindaran pajak Perusahaan
	1. Komite Audit
2. Corporate Social Responsibility
3. Penghindaran Pajak
	1. Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

	2
	Dewi & Nustini (2024)
	Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital intensity, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak: Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi
	1. Corporate Social Responsibility
2. Leverage
3. Capital intensity
4. Likuiditas
5. Agresivitas Pajak
6. Good Corporate Governance
	1. CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
2. Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
3. Capital intensity  berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
4. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
5. Komisaris Independen mampu memoderasi hubungan antara CSR dan agresivitas pajak
6. Kepemilikan Manajerial tidak mampu memoderasi hubungan antara CSR dan agresivitas pajak

	3
	Sofia & Sofianty (2024)
	Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran pajak (Tax avoidance)
	1. Good Corporate Governance
2. Corporate Social Responsibility
3. Penghindaran Pajak
	1. Good Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
2. Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak


	Disambung ke halaman selanjutnya
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	No.
	Peneliti
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	4
	Wulandari & Dirman (2025)
	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital intensity, dan Inventory Intensity terhadap Penghindaran Pajak
	1. Corporate Social Responsibility
2. Leverage
3. Capital intensity
4. Inventory Intensity
5. Penghindaran Pajak

	1. CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3. Capital intensity  tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
4. Inventory Intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

	5

	Kusumawati & Kiryanto (2025)
	Analisis pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap Tax avoidance
	1. Corporate Social Responsibility
2. Good Corporate Governance
3. Tax avoidance
	1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan pada tax avoidance
2. Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan pada tax avoidance
3. CSR tidak berpengaruh terhadap tax avoidance
4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance

	6

	N. L. P. H. Dewi et al. (2024)
	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital intensity, dan Good Corporate Governance terhadap Tax avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi
	1. Corporate Social Responsibility
2. Capital intensity
3. Good Corporate Governance
4. Tax avoidance 
5. Profitabilitas 
	1. CSR tidak berpengaruh terhadap tax avoidance
2. Capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance
3. Good Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap tax avoidance
4. Profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh csr terhadap tax avoidance
5. Profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance
6. Profitabilitas dapat memoderasi pengaruh gcg terhadap tax avoidance


Disambung ke halaman selanjutnya
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	No.
	Peneliti
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	7
	Mikha Btari Batubara & Hexana Sri Lastanti
(2024)
	Pengaruh political connection, earning management, dan Corporate Social Responsibility terhadap tax avoidance dengan corporate governance sebagai pemoderasi
	1. Political connection 
2. Earning management
3. Corporate Social Responsibility
4. Tax avoidance
5. Corporate governance
	1. Political connection berpengaruh positif terhadap tax avoidance
2. Csr berpengaruh positif terhadap tax avoidance
3. Earning management berpengaruh negatif terhadap tax avoidance
4. Komisaris independen tidak memperkuat atau memperlemah hubungan antara political connection, earning management, dan CSR terhadap tax avoidance 

	8
	Yudiantari & Yasa (2023)
	Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada nilai perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai pemoderasi
	1. Corporate Social Responsibility
2. Nilai perusahaan 
3. Good Corporate Governance
	1. Pengungkapan CSR berpengaruh positif pada nilai perusahaan
2. GCG memperlemah pengaruh positif pengungkapan CSR pada nilai perusahaan

	9
	Wardani & Baljanan (2022)
	Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak dengan corporate governance sebagai variabel moderasi 
	1. Corporate Social Responsibility
2. Agresivitas pajak
3. Corporate governance  
	1. CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
2. GCG mampu memoderasi CSR terhadap agresivitas pajak

	10
	Levi Martantina & Soerjatno
(2018)
	Analisis pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap tax avoidance dengan dimoderasi Good Corporate Governance
	1. Corporate Social Responsibility
2. Tax avoidance
3. Good Corporate Governance
	1. CSR berpengaruh negatif terhadap tax avoidance
2. Dewan direksi sebagai sebagai proyeksi dari GCG memediasi pengaruh CSR terhadap tax avoidance

	11
	Shafira et al (2022)
	Pengaruh Corporate Social Responsibility, ukuran perusahan, dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur
	1. Corporate Social Responsibility
2. Ukuran perusahaan
3. Leverage
4. Penghindaran pajak
	1. CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
3. Leverage berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak


Disambung ke halaman selanjutnya
Tabel 2.1 Sambungan
	12
	Setiawan & Sastrodiharjo (2020)
	Pengaruh koneksi politik dan Corporate Social Responsibility terhadap penghindaran pajak
	1. Koneksi politik
2. Corporate Social Responsibility
3. Penghindaran pajak
	1. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak


Sumber: Penelitian Terdahulu, 2025
2.6 [bookmark: _Toc201529838]Kerangka Konseptual
Pada dasarnya teori keagenan adalah  hubungan antara dua belah pihak yaitu pihak agen berupa manajemen perusahaan dan pihak principal berupa pemilik perusahaan, dimana kedua pihak tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda satu sama lain. Dalam penelitian ini, manajemen sebagai pihak agen mempunyai tujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dengan menggunakan berbagai macam cara untuk bisa mencapai tujuan tersebut dan hanya berfokus untuk tujuan jangka pendek yang dapat dicapai oleh perusahaan. Berbeda halnya dengan, pemilik perusahaan sebagai pihak principal yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk perusahaan dengan cara tetap mejaga reputasi baik perusahaan di kalangan masyarakat dengan tidak melakukan berbagai tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat ataupun investor lain. Selain dari adanya perbedaan kepentingan, antara kedua belah pihak tersebut terdapat juga asimetri informasi antar kedua belah pihak, dimana pihak manajemen sebagai agen lebih diuntungkan jika dibandingkan dengan pihak pemilik perusahaan sebagai prinsipal yang membuat pihak agen dapat bertindak oportunistik seperti melakukan praktik penghindaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan pribadi yang etntu saja tidak sejalan dengan kepentingan pihak principal. Oleh karena itu, dapat terjadi konflik agen antar kedua belah pihak. 
Corporate Social Responsibility (CSR) adalah salah satu bentuk suatu tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Corporate Social Responsibility (CSR) berperan sebagai alat yang dapat digunakan untuk menekan perilaku oportunistik dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas pada perusahaan. Sehingga, praktik penghindaran pajak dapat diminimalisir karena adanya pengungkapan laporan Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, realitanya perusahaan masih bisa melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Corporate Social Responsibility (CSR) juga dimanfaatkan oleh pihak manajemen selaku agen sebagai window dressing atau alat pencitraan untuk menutupi aktivitas penghindaran pajak. 
Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu sistem atau struktur yang dapat mengarahkan atau mengendalikan suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan dan memenuhi kepentingan pemangku kepentingan. Dimana, dalam Good Corporate Governance (GCG) terdapat beberapa indikator yang berupa pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, serta mekanisme lain yang tujuannya adalah untuk mengawasi serta mengarahkan perilaku manajemen perusahaan sebagai pihak agen agar tidak terjadinya konflik kepentingan antara kedua belah pihak yaitu agen dan principal. Suatu perusahaan yang melakukan pengawasan efektif dengan memanfaatkan Good Corporate Governance (GCG) akan cenderung meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan selaku agen karena adanya kontrol dan monitorig yang dilakukan oleh penerapan Good Corporate Governance (GCG)yang optimal. Namun, jika suatu perusaahaan mempunyai sistem Good Corporate Governance (GCG) yang lemah, maka penerapan Good Corporate Governance (GCG) tidak dapat membantu pengungkapan  Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai alat untuk menekan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada suatu perusahaan sangat penting untuk menekan tindakan pihak manajemen selaku agen untuk mencapai kepentingan sendiri, dan untuk mengarahkan atau mengontrol kedua belah pihak agar tidak terjadi konflik agensi dalam suatu perusahaan.
Asimetri Informasi
Konflik Agen
Disclosure Corporate Social Responsibility (CSR)
Penghindaran pajak
Good Corporate Governance (GCG)













[bookmark: _Toc201529290]Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Sumber: Pengembangan dalam Penelitian Ini (2025)



[bookmark: _Toc201529839]2.7 	Pengembangan Hipotesis
[bookmark: _Toc201529840]2.7.1 	Hubungan Antara Variabel Disclosure Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak
Corporate Social Responsibility (CSR) mendorong perusahaan unutk melakukan kewajiban perpajakannya, karena membeayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab terhadap sosialnya. Dimana, semakin tinggi tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat praktik penghindaran pajak yanga kan dilakukan oleh perusahaan (Pratiwi & Restuti, 2024). Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena semakin jelas pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) suatu perusahaan maka perusahaan akan cenderung untuk menolak penghindaran pajak, karena Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kesadaran suatu perusahaan terhadap tanggung jawab. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Baljanan (2022) menemukan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H1: Disclosure Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.


2.7.2 [bookmark: _Toc201529841][bookmark: _Toc171918709]Hubungan Antara Variabel Disclosure Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak dengan Good Corporate Governance (GCG) sebagai Pemoderasi
[bookmark: _Toc201529842][bookmark: _Toc197649266][bookmark: _Toc197672084]Keberadaan Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara optimal dna tidak hannya mengutamakan kepentingan sendiri. Dengan adanya Good Corporate Governance (GCG), perusahaan terdorong untuk melakukan pengugkapan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). Oleh karena itu, semakin baik penerapan tata kelola perusahaan atau yang disebut dengan Good Corporate Governance (GCG) dalam suatu perusahaan, maka tingkat pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) juga akan semakin tinggi. Dimana, hal ini
akan membuat kemungkinan terjadinya agresivitas pajak menjadi sangat kecil, karena perusahaan akan merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak (Rachman, 2018). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Baljanan (2022)  yang menyatakan bahwa variabel Good Corporate Governance (GCG) mampu memoderasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H2: Good Corporate Governance (GCG) dapat memoderasi pengaruh Disclosure Corporate Social Responsinility terhadap penghindaran pajak.
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Good Corporate Governance
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Sumber: Pengembangan dalam Penelitian Ini (2025)



















[bookmark: _Toc201529844]BAB III 
[bookmark: _Toc201529845]METODE PENELITIAN
[bookmark: _Toc201529846]3.1. 	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
[bookmark: _Toc201529847]3.1.1 	Variabel Dependen (Penghindaran Pajak)	
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah perencanaan untuk menunda, mengurangi, atau bahkan menghilangkan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan Effective Tax Rate (ETR) dengan menghitung beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Effective Tax Rate (ETR) merupakan rasio beban pajak terhadap laba perusahaan sebelum pajak penghasilan yang diberikan untuk membayar beban pajak perusahaan, dimana nilai yang akan dihasilakn dari pengukuran tersebut akan mengindikasikan seberapa besar potensi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai Effective Tax Rate (ETR) maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika nilai Effective Tax Rate (ETR) suatu perusahaan rendah atau bahkan mendekati 0 maka hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak. Adapun rumus untuk mengukur Effective Tax Rate (ETR) adalah sebagai berikut:

[bookmark: _Hlk197423888]

[bookmark: _Toc201529848]3.1.2 	Variabel Independen (Corporate Social Responsibility)
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep dimana perusahaan akan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan dalam berbagai aspek penataan perusahaan yang mencakup apek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab sosial lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bentuk berbagai kegiatan (Zoebar & Miftah, 2020). Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan strategi yang dapat diguanakan oleh perusahaan untuk memperbaiki citra perusahaan dengan terlibat secara langsung dengan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Adapun pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI), dimana apabila tiap notasi Corporate Social Responsibility (CSR) terpenuhi maka diberi poin 1, namun jika tidak diungkapkan akan diberi poin 0.


3.1.3 [bookmark: _Toc201529849]Variabel Moderasi (Good Corporate Governance)	
Menurut Monk dan Minor dalam Darmawanti (2005) menyatakan bahwa Good Corporate Governance (GCG) merupakan hubungan antara para pihak yang terlibat dalam menentukan arah serta kinerja perusahaan. Sementara itu, menurut Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG), Good Corporate Governance (GCG) adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham, namun tetap memperhatikan kepentingan para stakeholder lainnya. Dimana, pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders  secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatu perusahaan adalah tujuan utama yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini, indikator Good Corporate Governance (GCG) yang diproyeksikan adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit. 
3.1.3.1 [bookmark: _Toc201529850]Kepemilikan Institusional 
Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga ataupun institusi diluar perusahaan itu sendiri, seperti pemerintah, bank, perusahaan asuransi, maupun perusahaan asing, dengan pengecualian saham yang dimiliki oleh investor perorangan. Adapun pengukuran kepemilikan institusional diukur menggunakan persentase yang dilakukan oleh (Mahulae et al., 2016).

3.1.3.2 [bookmark: _Toc201529851]Dewan Komisaris
Dewan pengawas atau komisaris dalam perusahaan adalah suatu kelompok yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan, mengendalikan, serta memberikan arahan kepada direksi. Adapun pengukuran terkait dewan komisaris ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Zulhaimmi dan Nuraprianti, 2019).
Dewan Komisaris = Jumlah Dewan Komisaris dalam Perusahaan
3.1.3.3 [bookmark: _Toc201529852]Komite Audit 
Komite audit adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh dewan pengawas atau komisaris dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab dewan komisaris. Dalam menjalankan tugasnya, komite audit memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada dewan pengawas atau komisaris. Adapun pengukuran terkait komite audit ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Yulianto, 2015).
Komite Audit = Jumlah Komite Audit dalam Perusahaan
[bookmark: _Toc201529853]3.2 	Populasi dan Sampel Penelitian	
	Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam sebuah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2023 sebanyak 92 perusahaan. 
	Pemilihan sampel didasarkan pada metode Purposive Sampling yang berarti penggunaan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, sampel  Kriteria dalam sampel ini didasarkan seperti berikut:
1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
2. Perusahaan pertambangan yang listing di periode 2021-2023
3. Perusahaan pertambangan yang memperoleh laba di periode 2021-2023
4. Perusahaan pertambangan yang menyajikan laporan Corporate Social Responsibility.




[bookmark: _Toc201529854]3.3 	Jenis dan Sumber Data	 
	Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yaitu data berupa angka yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Sumber datanya merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi perusahaan. Data sekunder yang digunakan meliputi tahun 2021-2023 yang diperoleh dengan mengakses situs www.idx.co.id serta website resmi perusahaan. 
[bookmark: _Toc201529855]3.4 	Teknik Pengumpulan Data
	Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi yakni data yang digunakan berasal dari dokumen yang sudah ada. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri dan mencatat informasi yang diperlukan dalam data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan tahunan, laporan keuangan yang dipublikasikan pada www.idx.co.id dan disertai data pendukung seperti tinjauan literatur dari jurnal ilmiah dan literatur yang mencakup pembahasan terkait penelitian ini. Dengan teknik ini penulis dapat mengumpulkan data tertulis, dokumen dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian. 	
[bookmark: _Toc201529856]3.5 	Metode Analisis Data 		
	Metode analsis data bertujuan untuk menyampaikan dan membatasi hasil penelitian ke dalam data yang terorganisisr dan mengetahui pengaruh variabel independen yakni Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap variabel dependen yakni penghindaran pajak dengan Good Corporate Governance (GCG) sebagai pemoderasi dengan proksi kepemilikan institusional dengan menggunakan metode statistik yang menggunakan software komputer yaitu Statistical Package for Social Science (SPSS). 
3.5.1 [bookmark: _Toc201529857]Analisis Regresi
3.5.1.1 [bookmark: _Toc201529858]Regresi Linear Sederhana 
	Model regresi liniear sederhana berfungsi untuk menjelaskan hubungan fungsional yang terdiri atas suatu variabel dependen dan suatu variabel independen. Model regresi liniear sederhana bisa dijelaskan melalui metode estimasi angka kuadrat terkecil (Ghozali, 2021). Penelitian ini memakai persamaan regresi liniear sederhana sebagai berikut: 
Y = α + β1X1 + ε 	 3.1 
Keterangan: 
Y  : Penghindaran Pajak 
X1: Corporate Social Responsibility (CSR) 
α: Konstanta 
βi: Koefisien Regresi 
ε: Eror Term (Variabel Pengganggu)
[bookmark: _Toc201529859]3.5.1.2 	Moderated Regression Analysis (MRA)	
	 Analisis regresi moderasi merupakan anaisis regresi yang melibatkan variabel moderasi dalam membangun hubungan variabel dependen dan independen. Analisis regresi moderasi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel moderasi (M) akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). 
Variabel moderasi terbagi menjadi 4 jenis dengan penjelasan sebagai berikut: 
1. Variabel Moderasi Murni (Pure Moderator), dimana variabel moderasi murni mempunyai korelasi dengan variabel independen tanpa harus menjadi variabel independen. 
2. Variabel Moderasi Semu (Quasi Moderator), dimana variabel moderasi semu mempunyai korelasi dengan variabel independen dan juga sekaligus menjadi variabel independen. 
3. Variabel Moderasi Potensial (Homologiser Moderator), variabel tersebut tidak berkorelasi serta tidak mempunyai hubungan signifikan terhadap variabel independen. 
4. Variabel Prediktor Moderasi (Prediktor Moderator), dimana variabel moderasi hanya mempunyai peran menjadi variabel independen pada persamaan model hubungan yang sudah dibentuk.
Penelitian ini memakai persamaan Moderated Regression Analysis sebagai berikut: Y = α + β1X1 + β2(X1M1) + ε 	 3.2
Keterangan: 
Y   : Penghindaran Pajak 
X1 : Corporate Social Responsibility (CSR) 
M1: Good Corporate Governance (GCG)
α: Konstanta 
βi: Koefisien Regresi 
ε: Eror Term (Variabel Pengganggu)
[bookmark: _Toc201529860]3.5.2	Analisis Statistik Deskriptif
	Analisis statistik deskriptif ialah analisis statistik yang digunakan peneliti untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Corporate Social Responsibility (CSR), penghindaran pajak, dan Good Corporate Governance (GCG). Pengujian statistik deskriptif dilakukan guna mengetahui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. Model ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk menentukan variabel yang mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
[bookmark: _Toc201529861]3.5.3	Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Uji asumsi yang harus dipenuhi dalam penelitian ini yaitu: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik . Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai signifikasi Kolmogorov-Smirnov (K-S) pada variabel kurang dari 5% (α = 0,05) maka data tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya jika nilai signifikasi Kolmogorov-Smirnov (K-S) pada variabel lebih besar dari 5% (α = 0,05) maka data terdistribusi secara normal (Ghozali, 2021).
2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik adalah dengan tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Untuk memeriksa multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Toleransi mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cut off yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2021).
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi, yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan  dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang sudah diprediksi dan sumbu X adalah residual yang telah di studentized. Apabila tidak terdapat pola jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedstisitas (Ghozali, 2021).
4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian terhadap adanya autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan Durbin-Watson (D-W Test). Uji Durbin-Watson (D-W Test) hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (furst order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen (Ghozali, 2021). 
3.5.4 [bookmark: _Toc201529862]Koefisien Determinasi ()
	Pengukuran koefisien determinasi () pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai () yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Apabila hanya ada 1 variabel independen maka untuk melakukan uji koefisien determinasi dapat melihat pada nilai (). Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crosssection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nlai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2021). 
[bookmark: _Toc201529863]3.5.5 	Pengujian Hipotesis (Uji t)		
	Pengujian hipotesis atau uji t berfungsi untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t memiliki derajat signifikansi yaitu 0,05. Dalam uji t jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (sig < 0,05) berarti variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05) berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Dasar pengambilan keputusan pada uji t adalah sebagai berikut: 
1. Jika nilai signifikansi < α = 0,05 maka hipotesis didukung atau diterima. Hal tersebut berarti bahwa varibel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap varibel dependen.
2. Jika nilai signifikansi > α = 0,05 maka hipotesis tidak didukung atau ditolak. Hal tersebut berarti bahwa varibel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap varibel dependen.
Pengujian hipotesis moderasi menggunakan uji signifikansi parameter individual untuk parameter yang memoderasi hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan nilai signifikansi sebesar 5% variabel moderasi dikatakan memiliki pengaruh terhadap hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat apabila: 
1. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang berarti bahwa variabel moderasi (M) dapat memoderasi hubungan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 
2. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak yang berarti bahwa variabel moderasi (M) tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)










[bookmark: _Toc201529864]BAB IV 
[bookmark: _Toc201529865]HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. [bookmark: _Toc201529866]Hasil Penelitian
4.1.1 [bookmark: _Toc201529867]Deskripsi Objek Penelitian
[bookmark: _Toc201529868]Penelitian ini melibatkan sebanyak 24 perusahaan sebagai sampel yang dipilih setelah memenuhi kriteria penyaringan yang telah ditetapkan. Sehingga data observasi penelitian sebanyak 72 mulai dari periode 2021-2023. Namun, setelah dilakukan pengujian asumsi klasik terhadap seluruh variabel hasil menunjukkan bahwa model regresi penelitian dengan 72 sampel data yang diperoleh tidak terdistribusi secara normal. Sehingga, dilakukan kembali penyaringan sampel menggunakan outlier pada sampel penelitian dan diperoleh sampel pada penelitian sebanyak 33 sampel data.
[bookmark: _Toc201529174]Tabel 4. 1 Kriteria Penyaringan Sampel Setelah Outlier Data
	Keterangan
	Jumlah

	Jumlah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023
	92

	Perusahaan yang delisting periode 2021-2023
	(10)

	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2021-2023
	(31)

	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan Corporate Social Responsibility
	(27)

	Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria
	24

	Jumlah data perusahaan yang akan diteliti (24*3)
	72

	Outlier data
	(39)

	Jumlah sampel setelah outlier data
	33


Sumber: Data Diolah, 2025
4.1.2 [bookmark: _Toc201529869]Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Data observasi dalam penelitian ini menggunakan 33 sampel penelitian.
[bookmark: _Toc201529175]Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif
	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Penghindaran Pajak
	33
	15.46
	35.68
	23.0257
	4.16462

	Corporat Seocial Responsibility
	33
	.12
	1.00
	.6217
	.28145

	Kepemilikan Institusional
	33
	.72
	1.00
	.8916
	.07618

	Valid N (listwise)
	33
	
	
	
	


Sumber: Output spss 27
Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan hasil statistik deskriptif yaitu pada variable dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 15,46 dan nilai maksimum sebesar 35,68 dan nilai rata-rata sebesar 23,0257 dengan nilai standar deviasi sebesar 4,16462. Nilai minimum pada perhitungan dari variable penghindaran pajak diperoleh dari perusahaan PT ABM Investama Tbk (ABMM) sebesar 15,46 pada tahun 2023. Nilai maksimum pada perhitungan variable penghindaran pajak dimiliki perusahaan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) sebesar 35,68 pada tahun 2022. Adapun nilai rata-rata yang dihasilkan yaitu 23,0257% tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang sering dilakukan oleh Perusahaan untuk meminimalisir jumlah beban pajak yang harus dibayar.
Corporate Social Responsibility sebagai variable independent (X) dalam penelitian ini menunjukkan nilai minimum sebesar 0,12 dan nilai maksimum sebesar 1,00 dan nilai rata-rata sebesar 0,6217 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,28145. Nilai minimum pada perhitungan dari variable Corporate Social Responsibility diperoleh dari perusahaan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) sebesar 0,12 pada tahun 2021. Nilai maksimum pada perhitungan variable Corporate Social Responsibility dimiliki perusahaan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sebesar 1,00 pada tahun 2023. Adapun nilai rata-rata yang dihasilkan yaitu 0,6217 yang berarti pengungkapan Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh Perusahaan adalah 62,17% dari 85 notasi Corporate Social Responsibility yang ada. 
Kepemilikan Institusional sebagai variable moderasi (M) dalam penelitian ini menunjukkan nilai minimum sebesar 0,72 dan nilai maksimum sebesar 1,00 dan nilai rata-rata sebesar 0,8916 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,07618. Nilai minimum pada perhitungan dari variable kepemilikan institusional diperoleh dari perusahaan PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) sebesar 0,72 pada tahun 2022 yang berarti Perusahaan tersebut memiliki kepemilikan institusional paling sedikit atau rendah. Adapaun nilai maksimum pada perhitungan variable kepemilikan institusional dimiliki oleh perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) pada tahun 2022 dan perusahaan PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,00 yang berarti Perusahaan tersebut memiliki kepemilikan institusional paling banyak.
[bookmark: _Toc201529870]4.1.3 	Uji Asumsi Klasik
[bookmark: _Toc201529871]1. 	Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah varibel dependen, independen, dan moderasi berdistribusi normal atau tidak dalam suatu model regresi. Uji Normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dan berdistribusi normal ketika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dapat diinterpretasikan bahwa data tidak berdistribusi normal. 
Penelitian ini awalnya menggunakan sampel sebanyak 72 sampel data. Berikut uji Kolmogorov -Smirnov dengan menggunakan sampel awal yakni sebanyak 72 sampel data.
[bookmark: _Toc201529176]Tabel 4. 3 Uji Normalitas Sebelum Outlier
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	72

	Normal Parametersa,b
	Mean
	.0000000

	
	Std. Deviation
	17.95395866

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.209

	
	Positive
	.209

	
	Negative
	-.135

	Test Statistic
	.209

	Asymp. Sig. (2-tailed)c
	<,001

	Monte Carlo Sig. (2-tailed)d
	Sig.
	<,001

	
	99% Confidence Interval
	Lower Bound
	.000

	
	
	Upper Bound
	.000

	a. Test distribution is Normal.

	b. Calculated from data.

	c. Lilliefors Significance Correction.

	d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.


Sumber: Output SPSS 27 
Hasil uji normalitas pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa variable pada penelitian ini memiliki nilai distribusi sebesar 0,001 dengan jumlah sampel sebanyak 72 sampel, sehingga ketika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdistribusi normal. Karena, hasil signifikansi yang tidak normal tersebut maka peneliti menggunakan sampel dari hasil outlier data sebanyak 33 sampel. Berikut uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan sampel dari hasil setelah dilakukan outlier data yakni menggunakan 33 sampel data.	
			
[bookmark: _Toc201529177]Tabel 4. 4 Uji Normalitas Setelah Outlier
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	33

	Normal Parametersa,b
	Mean
	.0000000

	
	Std. Deviation
	3.93856563

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.087

	
	Positive
	.087

	
	Negative
	-.059

	Test Statistic
	.087

	Asymp. Sig. (2-tailed)c
	.200d

	Monte Carlo Sig. (2-tailed)e
	Sig.
	.745

	
	99% Confidence Interval
	Lower Bound
	.733

	
	
	Upper Bound
	.756

	a. Test distribution is Normal.

	b. Calculated from data.

	c. Lilliefors Significance Correction.

	d. This is a lower bound of the true significance.

	e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 329836257.


Sumber: Output SPSS 27 
Hasil uji normalitas pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel pada penelitian ini memiliki nilai distribusi sebesar 0,200 dengan menggunakan hasil setelah outlier data sebanyak 33 sampel sehingga dapat dikatakan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Adapun metode lain untuk menemukan kenormalan data adalah dengan memeriksa gambar diagram normal p-plot. Berikut gambar dari hasil pengujian normalitas dengan grafik p-plot.
  
[image: ]
[bookmark: _Toc201529317]Gambar 4. 1 Grafik Normal Plot
Sumber: Output SPSS 27
Uji normalitas dengan menggunakan pendekatan grafik dengan normal p-plot, yang mana dengan cara ini dapat dikatakan berdistribusi normal apabila data residual membentuk satu garis lurus diagonal dan data ploting yang nantinya akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data yang berdistribusi normal akan mengikuti garis diagonalnya. Berdasarkan tampilan gambar diatas menunjukkan bahwa pola data menyebar disekitar dan mengikuti garis diagonal, sehingga model regresi telah memenuhi uji normalitas. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebanyak 33 sampel ini dinyatakan lulus uji normalitas. 
[bookmark: _Toc201529872]2. 	Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas dalam penelitian ini digunakan untuk mendeteksi ada hubungan yang saling berkaitan antara variable bebas. Untuk menilai tingkat multikolinieritas dari factor inflasi toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Variable menunjukkan hasil VIF < 10 dan hasil tolerance > 0,10 dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan seluruh variable memperoleh nilai tolerance > 0,10 dna VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variable tidak terjadi gejala multikolinieritas.
[bookmark: _Toc201529178]Tabel 4. 5 Uji Multikolinieritas
	Coefficientsa

	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	
	

	
	Corporat Seocial Responsibility
	1.000
	1.000

	
	Kepemilikan Institusional
	1.000
	1.000

	a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak


Sumber: Output SPSS 27
3. [bookmark: _Toc201529873]Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui jika suatu model regresi terdapat ketidakpastian varian dari sisa dalam satu pemantauan ke pemantauan lainnya. Salah satu metode dalam melihat heterokedastisitas adalah dengan mengamati grafik scatterplot. Jika tidak terlihat pola khusus dan cenderung tidak menyebar ke atas maupun ke bawah angka 0 pada sumbu Y, dapat dikatakan tidak terdapat gejala heterokedastisitas.
Dari hasil uji heterokedastisitas pada gambar 4.2 sampel data tersebar secara acak dan tidak menunjukkan adanya pola tertentu. Sehingga dapat dinyatakan penelitian ini terbebas dari gejala heterokedastisitas karena data tersebar dengan baik diatas atau dibawah angka 0 pada sumbu Y yang mana penelitian ini dapat dilanjutkan. 
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[bookmark: _Toc201529318]Gambar 4. 2 Uji Heterokedastisitas

Sumber: Output SPSS 27 
4. [bookmark: _Toc201529874]Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear memiliki korelasi atau tidak memiliki korelasi kesalahan pengganggu. Jika terjadi korelasi dinamakan ada problem korelasi, autokorelasi muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Adapun syarat pengambilan keputusan untuk menguji apakah penelitian dikatakan lulus uji autokorelasi jika nilai Durbin-Watson berada diantara nilai -2 sampai 2. 
Berdasarkan hasil uji autokorelasi dibawah menunjukkan nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1,431 yang menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson berada diantara nilai -2 sampai 2. Sehingga, dapat dikatakan sampel penelitian lulus uji autokorelasi.
[bookmark: _Toc201529179]Tabel 4. 6 Uji Autokorelasi
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.325a
	.106
	.046
	4.06773
	1.431

	a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Corporat Seocial Responsibility

	b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak


Sumber: Output SPSS 27

4.1.4 [bookmark: _Toc201529875]Koefisien Determinasi ()
Uji koefisien determinasi atau uji  digunakan untuk melihat seberapa besar model regresi yang layak pada variabel-variabel terikat. Hasil uji koefisien determinasi atau uji  pada tabel 4.7 menunjukkan nilai R Square sebesar 0,002 atau sama dengan 0,2%, dimana hal ini menunjukkan bahwa variabel corporate social responsibility memiliki persentase 0,2% terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan sisanya 99,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya diluar model penelitian ini.    
[bookmark: _Toc201529180]Tabel 4. 7 Koefisien Determinasi (R^2)
	Model Summary

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	.048a
	.002
	-.030
	4.22645

	a. Predictors: (Constant), Corporat Seocial Responsibility


Sumber: Output SPSS 27
4.1.5 [bookmark: _Toc201529876]Regresi Linier Sederhana 
Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis pada penelitian diterima atau ditolak. Variable independent dalam penelitian ini adalah corporate social responsibility, adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak.
[bookmark: _Toc201529181]Tabel 4. 8 Analisis Regresi Linier Sederhana
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients

	
	B
	Std. Error

	1
	(Constant)
	23.464
	1.807

	
	Corporat Seocial Responsibility
	-.705
	2.655

	a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak


Sumber: Output SPSS 27
Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.8 maka diperoleh regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:
Y = 23,464 – 0,705X1
Keterangan: 
α	: Konstanta (α) adalah penghindaran pajak yang bernilai 23,464
X1	: Koefisien corporate social responsibility bernilai -0,705
Berikut adalah penjelasan dari persamaan regresi linier sederhana diatas:
1. Nilai konstanta (α) adalah sebesar 23,464 berarti jika semua variable independent sama dengan 0, maka nilai prediksi penghindaran pajak adalah sebesar 23,464.
2. Nilai koefisien yang diperoleh variable corporate social responsibility (X1) bernilai negative sebesar -0,705. Hal ini menunjukkan bahwa jika corporate social responsibility mengalami kenaikan sebesar 1 nilai, maka ETR mengalami penurunan sebesar 0.705 dengan ETR yang diproksikan berbanding terbalik yang berarti corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
4.1.6 [bookmark: _Toc201529877]Uji Hipotesis Regresi Linier Sederhana 
Uji hipotesis dipergunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi sebesar 0,05. Kaidah yang digunakan dalam pengambilan keputusan uji hipotesis pada penelitian adalah apabila nilai signifikansi < 0,05 dapat dikatakan variable independent memiliki pengaruh terhadap variable dependen.
[bookmark: _Toc201529182]Tabel 4. 9 Uji Hipotesis Regresi Sederhana
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	23.464
	1.807
	
	12.985
	<,001

	
	Corporat Seocial Responsibility
	-.705
	2.655
	-.048
	-.266
	.792

	a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak


Sumber: Output SPSS 27
Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.9 dapat diketahui hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,792 diatas angka 0,05 dengan nilai koefisien berparameter negative sebesar -0,705. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa corporate social responsibility berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap ETR yang berarti corporate social responsibility berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan H1 ditolak.
4.1.7 [bookmark: _Toc201529878]Moderated Regression Analysis (MRA)
Uji Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan unutk mengetahui hubungan variable moderasi (M) dengan interaksi variable bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). analisis regresi moderasi dipergunakan untuk menilai variable moderasi apakah memperkuat atau memperlemah hubungan variable independent terhadap dependen atau tidak. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah adanya variable moderasi kepemilikan instistusional akan memperkuat atau memperlemah variable corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak.


[bookmark: _Toc201529183]Tabel 4. 10 Analisis Regresi Moderasi
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients

	
	B
	Std. Error

	1
	(Constant)
	42.671
	23.886

	
	Corporat Seocial Responsibility
	-6.309
	35.316

	
	Kepemilikan Institusional
	-21.409
	26.270

	
	X*M
	6.077
	38.778

	a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak


Sumber: Output SPSS 27
[bookmark: _Toc201529879]Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.10 maka diperoleh hasil regresi moderasi adalah sebagai berikut:
Y = 42,671 – 6,309 + 6,077
Keterangan:
1. Persamaan model regresi diperoleh nilai konstanta sebesar 42,671 yang bermakna jika variabel corporate social responsibility dan kepemilikan institusional sama dengan 0 atau tidak ada, maka nilai penghindaran pajak adalah sebesar 42,671.
2. Koefisien regresi X1 corporate social responsibility adalah sebesar -6,309. Hal ini menandakan setiap adanya kenaikan corporate social responsibility sebesar 1 satuan, maka ETR akan menurun sebesar sebesar 6,309 yang berarti corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 
3. Koefisien regresi corporate social responsibility*kepemilikan institusional (interaksi corporate social responsibility dengan kepemilikan institusional) adalah sebesar 6,077 yang artinya setiap kenaikan interaksi antara corporate social responsibility dengan kepemilikan institusional sejumlah 1 satuan, maka ETR akan mengalami kenaikan sebesar 6,077 yang berarti interaksi antara corporate social responsibility dengan kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak 
4.1.8 [bookmark: _Toc201529880]Uji Hipotesis Moderasi
Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan signifikansi sebesar 0,05. Kaidah yang digunakan dalam pengambilan keputusan uji hipotesis pada penelietian adalah apabila nilai signifikasi < 0,05 artinya dapat memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hasil hipotesis pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.11.
[bookmark: _Toc201529184]Tabel 4. 11 Uji Hipotesis (Uji t) Regresi Moderasi
	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	T
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	42.671
	23.886
	
	1.786
	.084

	
	Corporat Seocial Responsibility
	-6.309
	35.316
	-.426
	-.179
	.859

	
	Kepemilikan Institusional
	-21.409
	26.270
	-.392
	-.815
	.422

	
	X*M
	6.077
	38.778
	.379
	.157
	.877

	a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak


Sumber: Output SPSS 27
Berdasarkan hasil pada tabel 4.11, interpretasi dari hasil uji hipotesis (uji t) diatas adalah hipotesis variable interaksi kepemilikan institusional dalam pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,877. Hasil ini menyatakan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan H2 ditolak.
Pengujian Moderated Regression Analysis (MRA) juga dilakukan untuk mengetahui jenis variabel moderasi yang digunakan termasuk kedalam kategori moderasi murni (pure moderator), moderasi semu (quasi moderator), moderasi potensial (homologiser moderator) atau prediktor moderasi (peredictor moderasi).
Hasil pengujian pada tabel 4.11 menunjukkan variable kepemilikan institusional (M) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variable penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,422 dna interaksi X*M juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variable penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,877. Hasil pengujian moderasi digolongkan ke dalam variable moderasi potensial.
4.2. [bookmark: _Toc201529881]Pembahasan 
4.2.1. [bookmark: _Toc201529882]Pengaruh Disclosure Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak
Dari hasil uji hipotesis diperoleh bahwa variabel corporate social responsibility berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,792 yaitu lebih besar dari 0,05 dengan koefisiesn sebesar -0,705. Karena ETR mempunyai proksi berbanding terbalik, maka, berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian dari hipotesis ini memberikan gambaran bahwa disclosure corporate social responsibility pada perusahaan sektor pertambangan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi dimana kedua pihak yaitu agen dan principal mempunyai kepentingan yang berbeda satu sama lain. Dalam penelitian ini, manajemen sebagai pihak agen mempunyai tujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Berbeda halnya dengan, pemilik perusahaan sebagai pihak principal yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk perusahaan dengan cara tetap mejaga reputasi baik perusahaan di kalangan masyarakat dengan tidak melakukan berbagai tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat ataupun investor lain. Corporate Social  Responsibility adalah salah satu mekanisme yang digunakan oleh pihak principal untuk mengurangi konflik kepentingan yang berfungsi untuk mengawasi tindakan pihak manajemen perusahaan selaku agen karena adanya perbedaan asimetri informasi. Namun, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pihak principal untuk melakukan disclosure corporate social responsibility tidak dapat digunakan untuk meminimalisir penghindaran pajak. 
Adapun beberapa alasan yang dapat menyebabkan variabel corporate social responsibility tidak mempunyai perngaruh terhadap penghindaran pajak adalah masih banyak perusahaan yang belum menerapkan disclosure corporate social responsibility secara optimal sesuai dengan indeks GRI yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan pelaporan disclosure corporate social responsibility dengan cara memaksimalkan biaya pengeluaran corporate social responsibility untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan peraturan perpajakan karena biaya pengeluaran  corporate social responsibility  adalah termasuk biaya yang tidak dapat dikurangkan, sehingga tidak mengurangi penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Adapun, hal lain yang dapat menyebabkan tidak adanya pengaruh antara disclosure corporate social responsibility adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen tidak dapat ditekan hanya dengan menggunakan disclosure corporate social responsibility dengan harapan dapat meningkatkan transparansi suatu perusahaan, karena pihak manajemen tetap dapat melakukan penghindaran pajak diluar lingkupan   corporate social responsibility dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. 
Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Shafira et al., 2022) yang memberikan hasil bahwa corporate social responsibility yang di proksikan dengan CSRI tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, dikarenakan perusahaan dibidang sektor manufaktur yang berada di Indonesia mempunyai skor pengungkapan corporate social responsibility yang sangat rendah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan & Sastrodiharjo, 2020) yang menyatakan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan masih sangat rendahnya praktik CSR di Indonesia. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Gerardo B. S. Dewangga, 2020) menyatakan pengungkapan corporate social responsibility  pada sustainability report tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan atas ETR, dikarenakan indicator yang digunakan dalam pengungkapan corporate social responsibility kurang akurat dalam menginterpretasikan penghindaran pajak.  Hal ini juga didukung oleh penelitian (N. L. P. H. Dewi et al., 2024) yang memberikan hasil bahwa corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap tax avoidance karena disclosure corporate social responsibility yang dilakukan oleh beberapa perusahaan cenderung hanya mengungkapkan terkait etika dan pertimbangan mengenai legalitas operasional jika dibandingkan dengan strategi penghindaran pajak atau kebijakan pajak agresif. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Kusumawati & Kiryanto, 2025) mempunyai hasil bahwa corporate social responsibility berkorelasi positif tidak signifikan terhadap tax avoidance dikarenakan pengungkapan terkait indikator pada perusahaan manufaktur masih sangat rendah karena corporate social responsibility masih bersifat sukarela.
4.2.2. [bookmark: _Toc201529883]Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi hasil regresi uji moderasi kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaran  pajak yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,877 yaitu lebih besar dari 0,05. 
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan  teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling yang menyatakan hubungan keagenan muncul dari kesepakatan oleh pihak agen dan principal yang dapat menyebabkan terjadinya koflik agensi antara principal dan agen yang pada dasarnya karena terdapat asimteri informasi dan perbedaan kepentingan, dimana masing-masing pihak berusaha untuk mengutamakan keuntungan yang bersifat pribadi dengan maksud mempunyai tujuannya masing-masing. Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional yang dipilih sebagai proyeksi dari variabel good corporate governance tidak dapat memoderasi hubungan antara corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional diharapkan dapat mejadi alat pengawasan  atau pengendalian dalam mengurangi tindakan oportunistik pihak agen yang muncul karena adanya asimteri informasi dan untuk memperkuat fungsi pengungkapan corporate social responsibility dalam mengatur dan mengendalikan pihak manajamen sebagai agen. Namun, dalam praktiknya variabel kepemilikan institusional belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Selain itu, kepemilikan institusional dan corporate social responsibility mempunyai fokus yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama suatu perusahaan. corporate social responsibility mempunyai fokus yang lebih terhadap reputasi perusahaan. Sedangkan, kepemilikan institusional mempunyai fokus sebagai pengawas dan sebagai pengelola kebijakan strategis dalam perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan institusional dan corporate social responsibility dikatakan dapat mengurangi konflik agensi namun belum cukup kuat untuk memberikan pengaruh sebagai moderasi antara disclosure corporate social responsibility dengan penghindaran pajak.
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[bookmark: _Toc201529884]BAB V
PENUTUP
5.1 [bookmark: _Toc201529885]Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan membahas mengenai pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. Adapun populasi dalam penelitian adalah berupa perusahaan pertambangan yang terdapat di bursa efek Indonesia. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan , dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Disclosure corporate social responsibility berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Kepemilikan institusional tidak mampu jadi menjadi pemoderasi hubungan antara disclosure corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. 
5.2 [bookmark: _Toc201529886]Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya akan memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas serta masukan yang membangun yang dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang berharga unutk dipertimbangankan dalam proses pengambilan keputusan:
1. Bagi pihak principal yaitu pemilik Perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan peran good corporate governance yang diproyeksikan pada kepemilikan institusional perusahaan dalam melakukan pengawasan  untuk perusahaan yang berada disektor pertambangan. 
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mempertimbangan menggunakan objek penelitian yang berasal dari sektor yang berbeda yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dapat juga menambahkan beberapa periode atau menggunakan data periode terbaru yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) ataupun halaman masing-masing perusahaan. Serta menggunakan pengukuran yang berbeda untuk masing-masing variable yang terdapat dalam penelitian ini. 
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Lampiran 1: Daftar sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar pada tahun 2021-2023
	No.
	Kode
	Nama Perusahaan

	1
	ABMM
	Pt Abm Investama Tbk

	2
	ADRO
	Pt Adaro Energy Tbk

	3
	ANTM
	Pt Aneka Tambang (Persero) Tbk

	4
	ARCI
	Pt Archi Indonesia Tbk

	5
	BIPI
	Pt Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.

	6
	BRMS
	Pt Bumi Resources Minerals Tbk

	7
	BSDE
	Pt Bumi Serpong Damai Tbk

	8
	BSSR
	Pt Baramulti Suksessarana Tbk

	9
	BUMI
	Pt Bumi Resources Tbk

	10
	DOID
	Pt Delta Dunia Makmur Tbk

	11
	ELSA
	Pt Elnusa Tbk

	12
	ENRG
	Pt Energi Mega Persada Tbk

	13
	GEMS
	Pt Golden Energy Mines Tbk

	14
	GGRP
	Pt Gunung Raja Paksi

	15
	HRUM
	Pt Harum Energy Tbk

	16
	INCO
	Pt Vale Indonesia Tbk

	17
	INDY
	Pt Indika Energy Tbk

	18
	ITMG
	Pt Indo Tambangraya Megah Tbk

	19
	MCOL
	Pt Prima Andalan Mandiri Tbk

	20
	MDKA
	Pt Merdeka Copper Gold Tbk

	21
	PTBA
	Pt Bukit Asam Tbk

	22
	PTPP
	Pt Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

	23
	PTRO
	Pt Petrosea Tbk

	24
	RMKE
	Pt Rmk Energy Tbk













Lampiran 2: Perhitungan Pengukuran Variabel Penelitian 
1. Tabulasi Perhitungan Corporate Social Responsibility
	No.
	Kode Perusahaan
	Tahun
	Total Item Diungkapkan
	Total Item Pengungkapan
	Rasio Pengungkapan CSR

	1
	ABMM
	2021
	75
	85
	0,88

	2
	ABMM
	2022
	76
	85
	0,89

	3
	ABMM
	2023
	73
	85
	0,86

	4
	ADRO
	2021
	32
	85
	0,38

	5
	ADRO
	2022
	55
	85
	0,65

	6
	ADRO
	2023
	67
	85
	0,79

	7
	ANTM
	2021
	46
	85
	0,54

	8
	ANTM
	2022
	73
	85
	0,86

	9
	ANTM
	2023
	76
	85
	0,89

	10
	ARCI
	2021
	43
	85
	0,51

	11
	ARCI
	2022
	42
	85
	0,49

	12
	ARCI
	2023
	41
	85
	0,48

	13
	BIPI
	2021
	10
	85
	0,12

	14
	BIPI
	2022
	34
	85
	0,40

	15
	BIPI
	2023
	28
	85
	0,33

	16
	BRMS
	2021
	28
	85
	0,33

	17
	BRMS
	2022
	60
	85
	0,71

	18
	BRMS
	2023
	59
	85
	0,69

	19
	BSDE
	2021
	12
	85
	0,14

	20
	BSDE
	2022
	52
	85
	0,61

	21
	BSDE
	2023
	55
	85
	0,65

	22
	BSSR
	2021
	15
	85
	0,18

	23
	BSSR
	2022
	36
	85
	0,42

	24
	BSSR
	2023
	26
	85
	0,31

	25
	BUMI
	2021
	53
	85
	0,62

	26
	BUMI
	2022
	67
	85
	0,79

	27
	BUMI
	2023
	66
	85
	0,78

	28
	DOID
	2021
	19
	85
	0,22

	29
	DOID
	2022
	66
	85
	0,78

	30
	DOID
	2023
	73
	85
	0,86

	31
	ELSA
	2021
	28
	85
	0,33

	32
	ELSA
	2022
	22
	85
	0,26

	33
	ELSA
	2023
	60
	85
	0,71

	34
	ENRG
	2021
	35
	85
	0,41

	35
	ENRG
	2022
	39
	85
	0,46

	36
	ENRG
	2023
	71
	85
	0,84

	37
	GEMS
	2021
	16
	85
	0,19

	38
	GEMS
	2022
	79
	85
	0,93

	39
	GEMS
	2023
	79
	85
	0,93

	40
	GGRP
	2021
	12
	85
	0,14

	41
	GGRP
	2022
	13
	85
	0,15

	42
	GGRP
	2023
	34
	85
	0,40

	43
	HRUM
	2021
	17
	85
	0,20

	44
	HRUM
	2022
	37
	85
	0,44

	45
	HRUM
	2023
	41
	85
	0,48

	46
	INCO
	2021
	48
	85
	0,56

	47
	INCO
	2022
	82
	85
	0,96

	48
	INCO
	2023
	85
	85
	1,00

	49
	INDY
	2021
	69
	85
	0,81

	50
	INDY
	2022
	72
	85
	0,85

	51
	INDY
	2023
	67
	85
	0,79

	52
	ITMG
	2021
	46
	85
	0,54

	53
	ITMG
	2022
	66
	85
	0,78

	54
	ITMG
	2023
	80
	85
	0,94

	55
	MCOL
	2021
	17
	85
	0,20

	56
	MCOL
	2022
	35
	85
	0,41

	57
	MCOL
	2023
	15
	85
	0,18

	58
	MDKA
	2021
	34
	85
	0,40

	59
	MDKA
	2022
	52
	85
	0,61

	60
	MDKA
	2023
	68
	85
	0,80

	61
	PTBA
	2021
	50
	85
	0,59

	62
	PTBA
	2022
	81
	85
	0,95

	63
	PTBA
	2023
	82
	85
	0,96

	64
	PTPP
	2021
	21
	85
	0,25

	65
	PTPP
	2022
	41
	85
	0,48

	66
	PTPP
	2023
	38
	85
	0,45

	67
	PTRO
	2021
	41
	85
	0,48

	68
	PTRO
	2022
	52
	85
	0,61

	69
	PTRO
	2023
	59
	85
	0,69

	70
	RMKE
	2021
	31
	85
	0,36

	71
	RMKE
	2022
	41
	85
	0,48

	72
	RMKE
	2023
	42
	85
	0,49



2. Tabulasi Perhitungan Kepemilikan Institusional
	No.
	Kode Perusahaan
	Tahun
	Kepemilikan Institusional
	Saham yang Beredar
	Rasio Kepemilikan Institusional

	1
	ABMM
	2021
	 2.406.414.500 
	 2.753.165.000 
	0,87

	2
	ABMM
	2022
	 2.424.565.612 
	 2.753.165.000 
	0,88

	3
	ABMM
	2023
	 2.404.245.761 
	 2.753.165.000 
	0,87

	4
	ADRO
	2021
	 14.045.425.500 
	 31.202.734.000 
	0,45

	5
	ADRO
	2022
	 25.531.079.808 
	 30.985.962.000 
	0,82

	6
	ADRO
	2023
	 25.069.590.873 
	 30.881.205.900 
	0,81

	7
	ANTM
	2021
	 5.365.732.391 
	 24.030.764.725 
	0,22

	8
	ANTM
	2022
	 5.196.160.719 
	 24.030.764.725 
	0,22

	9
	ANTM
	2023
	 20.729.954.452 
	 24.030.764.724 
	0,86

	10
	ARCI
	2021
	 24.192.639.217 
	 24.835.000.000 
	0,97

	11
	ARCI
	2022
	 24.219.718.717 
	 24.835.000.000 
	0,98

	12
	ARCI
	2023
	 23.954.795.217 
	 24.835.000.000 
	0,96

	13
	BIPI
	2021
	 36.290.430.455 
	 44.693.066.193 
	0,81

	14
	BIPI
	2022
	 44.299.345.626 
	 57.918.360.917 
	0,76

	15
	BIPI
	2023
	 51.930.499.743 
	 63.710.196.917 
	0,82

	16
	BRMS
	2021
	 95.855.654.502 
	 129.112.387.720 
	0,74

	17
	BRMS
	2022
	 110.611.433.232 
	 141.784.040.338 
	0,78

	18
	BRMS
	2023
	 110.611.433.232 
	 141.784.040.338 
	0,78

	19
	BSDE
	2021
	 19.652.163.629 
	 20.913.395.112 
	0,94

	20
	BSDE
	2022
	 19.830.982.543 
	 20.913.395.112 
	0,95

	21
	BSDE
	2023
	 19.966.829.535 
	 21.171.365.812 
	0,94

	22
	BSSR
	2021
	 2.487.801.974 
	 2.616.500.000 
	0,95

	23
	BSSR
	2022
	 2.436.451.774 
	 2.616.500.000 
	0,93

	24
	BSSR
	2023
	 2.433.232.574 
	 2.616.500.000 
	0,93

	25
	BUMI
	2021
	 39.815.198.111 
	 74.274.746.007 
	0,54

	26
	BUMI
	2022
	 371.320.676.795 
	 371.320.676.795 
	1,00

	27
	BUMI
	2023
	 325.258.353.578 
	 371.320.705.024 
	0,88

	28
	DOID
	2021
	 5.206.961.132 
	 8.621.173.232 
	0,60

	29
	DOID
	2022
	 5.722.901.032 
	 7.909.473.232 
	0,72

	30
	DOID
	2023
	 6.605.996.332 
	 8.621.173.232 
	0,77

	31
	ELSA
	2021
	 725.391.316 
	 7.298.500.000 
	0,10

	32
	ELSA
	2022
	 4.860.801.000 
	 7.298.500.000 
	0,67

	33
	ELSA
	2023
	 5.065.716.818 
	 7.298.500.000 
	0,69

	34
	ENRG
	2021
	 20.018.071.888 
	 24.821.230.250 
	0,81

	35
	ENRG
	2022
	 21.840.088.695 
	 24.821.230.250 
	0,88

	36
	ENRG
	2023
	 19.246.556.585 
	 24.821.230.250 
	0,78

	37
	GEMS
	2021
	 5.876.371.800 
	 5.882.353.000 
	1,00

	38
	GEMS
	2022
	 5.872.344.600 
	 5.882.353.000 
	1,00

	39
	GEMS
	2023
	 5.852.656.748 
	 5.882.353.000 
	0,99

	40
	GGRP
	2021
	 1.681.887.357 
	 12.111.376.157 
	0,14

	41
	GGRP
	2022
	 2.127.540.157 
	 12.111.376.157 
	0,18

	42
	GGRP
	2023
	 2.124.122.857 
	 12.111.376.157 
	0,18

	43
	HRUM
	2021
	 2.560.691.593 
	 2.607.267.200 
	0,98

	44
	HRUM
	2022
	 12.426.645.035 
	 13.316.246.500 
	0,93

	45
	HRUM
	2023
	 12.594.317.935 
	 13.316.246.500 
	0,95

	46
	INCO
	2021
	 9.398.063.356 
	 9.936.338.720 
	0,95

	47
	INCO
	2022
	 9.685.390.059 
	 9.936.338.720 
	0,97

	48
	INCO
	2023
	 9.505.772.969 
	 9.936.338.720 
	0,96

	49
	INDY
	2021
	 3.990.843.091 
	 5.210.192.000 
	0,77

	50
	INDY
	2022
	 4.295.450.311 
	 5.210.192.000 
	0,82

	51
	INDY
	2023
	 4.139.143.845 
	 5.202.692.000 
	0,80

	52
	ITMG
	2021
	 999.245.458 
	 1.096.555.900 
	0,91

	53
	ITMG
	2022
	 996.022.282 
	 1.129.925.000 
	0,88

	54
	ITMG
	2023
	 966.706.700 
	 1.129.925.000 
	0,86

	55
	MCOL
	2021
	 3.313.213.030 
	 3.555.560.000 
	0,93

	56
	MCOL
	2022
	 3.394.884.244 
	 3.555.560.000 
	0,95

	57
	MCOL
	2023
	 3.346.208.627 
	 3.555.560.000 
	0,94

	58
	MDKA
	2021
	 19.262.341.945 
	 22.904.253.715 
	0,84

	59
	MDKA
	2022
	 20.620.237.247 
	 24.042.553.971 
	0,86

	60
	MDKA
	2023
	 20.310.613.335 
	 24.110.850.771 
	0,84

	61
	PTBA
	2021
	 10.274.201.052 
	 11.487.209.350 
	0,89

	62
	PTBA
	2022
	 10.298.088.243 
	 11.487.209.350 
	0,90

	63
	PTBA
	2023
	 9.935.460.143 
	 11.487.209.350 
	0,86

	64
	PTPP
	2021
	 4.671.559.602 
	 6.185.341.454 
	0,76

	65
	PTPP
	2022
	 4.584.371.693 
	 6.185.341.454 
	0,74

	66
	PTPP
	2023
	 4.513.120.285 
	 6.185.341.454 
	0,73

	67
	PTRO
	2021
	 754.342.711 
	 1.008.605.000 
	0,75

	68
	PTRO
	2022
	 943.752.668 
	 1.008.605.000 
	0,94

	69
	PTRO
	2023
	 927.867.368 
	 991.664.500 
	0,94

	70
	RMKE
	2021
	 1.003.634.800 
	 4.375.000.000 
	0,23

	71
	RMKE
	2022
	 3.573.010.700 
	 4.375.000.000 
	0,82

	72
	RMKE
	2023
	 3.506.413.200 
	 4.375.000.000 
	0,80



3. Tabulasi Perhitungan Penghindaran Pajak
	No.
	Kode Perusahaan
	Tahun
	Beban Pajak
	Laba Sebelum Pajak
	Rasio ETR

	1
	ABMM
	2021
	 879.073.601.795 
	 3.535.732.644.622 
	 24,86 

	2
	ABMM
	2022
	 1.463.465.863.045 
	 6.841.949.931.662 
	 21,39 

	3
	ABMM
	2023
	 902.169.287.864 
	 5.836.633.231.026 
	 15,46 

	4
	ADRO
	2021
	 6.530.324.290.290 
	 21.207.322.950.255 
	 30,79 

	5
	ADRO
	2022
	 25.879.005.176.000 
	 70.415.401.089.000 
	 36,75 

	6
	ADRO
	2023
	 6.869.657.770.000 
	 35.868.820.422.000 
	 19,15 

	7
	ANTM
	2021
	 1.181.769.000.000 
	 3.043.509.000.000 
	 38,83 

	8
	ANTM
	2022
	 1.393.807.000.000 
	 5.214.771.000.000 
	 26,73 

	9
	ANTM
	2023
	 776.833.000.000 
	 3.854.481.000.000 
	 20,15 

	10
	ARCI
	2021
	 602.348.580.813 
	 1.673.496.359.966 
	 35,99 

	11
	ARCI
	2022
	 100.263.180.255 
	 248.996.717.710 
	 40,27 

	12
	ARCI
	2023
	 55.047.251.464 
	 128.570.513.984 
	 42,81 

	13
	BIPI
	2021
	 96.306.280.593 
	 408.693.711.619 
	 23,56 

	14
	BIPI
	2022
	 125.392.776.322 
	 351.447.891.293 
	 35,68 

	15
	BIPI
	2023
	 452.169.268.316 
	 681.683.064.034 
	 66,33 

	16
	BRMS
	2021
	 734.994.007.550 
	 1.730.720.064.167 
	 42,47 

	17
	BRMS
	2022
	 296.673.036.954 
	 511.932.674.520 
	 57,95 

	18
	BRMS
	2023
	 51.141.346.708 
	 272.957.336.042 
	 18,74 

	19
	BSDE
	2021
	 8.165.533.697 
	 1.547.006.489.870 
	 0,53 

	20
	BSDE
	2022
	 4.806.064.184 
	 2.661.691.654.486 
	 0,18 

	21
	BSDE
	2023
	 10.280.417.561 
	 2.269.737.255.284 
	 0,45 

	22
	BSSR
	2021
	 842.500.971.922 
	 3.769.991.808.244 
	 22,35 

	23
	BSSR
	2022
	 1.083.632.389.036 
	 4.857.436.663.925 
	 22,31 

	24
	BSSR
	2023
	 911.782.618.830 
	 3.448.703.340.836 
	 26,44 

	25
	BUMI
	2021
	 965.792.823.308 
	 4.153.160.552.959 
	 23,25 

	26
	BUMI
	2022
	 1.818.350.112.633 
	 10.575.239.456.519 
	 17,19 

	27
	BUMI
	2023
	 780.519.257.784 
	 1.201.088.975.862 
	 64,98 

	28
	DOID
	2021
	 110.409.451.217 
	 114.412.563.493 
	 96,50 

	29
	DOID
	2022
	 185.371.807.274 
	 635.887.354.284 
	 29,15 

	30
	DOID
	2023
	 380.976.613.078 
	 943.959.939.172 
	 40,36 

	31
	ELSA
	2021
	 121.900.000.000 
	 230.752.000.000 
	 52,83 

	32
	ELSA
	2022
	 108.829.000.000 
	 486.887.000.000 
	 22,35 

	33
	ELSA
	2023
	 143.480.000.000 
	 646.611.000.000 
	 22,19 

	34
	ENRG
	2021
	 1.290.037.597.724 
	 1.856.286.537.641 
	 69,50 

	35
	ENRG
	2022
	 1.158.157.026.214 
	 2.207.989.269.527 
	 52,45 

	36
	ENRG
	2023
	 517.843.168.456 
	 1.583.698.263.194 
	 32,70 

	37
	GEMS
	2021
	 1.524.163.503.109 
	 6.575.739.008.761 
	 23,18 

	38
	GEMS
	2022
	 3.190.005.643.770 
	 14.137.334.926.624 
	 22,56 

	39
	GEMS
	2023
	 2.411.271.889.942 
	 10.677.724.563.150 
	 22,58 

	40
	GGRP
	2021
	 255.221.972.903 
	 1.138.428.577.728 
	 22,42 

	41
	GGRP
	2022
	 251.711.196.146 
	 1.170.403.137.784 
	 21,51 

	42
	GGRP
	2023
	 43.803.091.056 
	 635.201.571.732 
	 6,90 

	43
	HRUM
	2021
	 415.080.175.801 
	 1.820.295.070.072 
	 22,80 

	44
	HRUM
	2022
	 1.538.099.893.597 
	 7.512.294.908.814 
	 20,47 

	45
	HRUM
	2023
	 1.052.611.283.194 
	 4.111.749.082.202 
	 25,60 

	46
	INCO
	2021
	 782.626.386.240 
	 3.148.384.608.225 
	 24,86 

	47
	INCO
	2022
	 1.186.400.558.000 
	 4.338.908.689.000 
	 27,34 

	48
	INCO
	2023
	 1.222.406.826.000 
	 5.511.344.582.000 
	 22,18 

	49
	INDY
	2021
	 4.204.928.217.719 
	 7.164.574.185.464 
	 58,69 

	50
	INDY
	2022
	 7.858.596.151.761 
	 15.893.614.933.668 
	 49,44 

	51
	INDY
	2023
	 1.366.216.847.262 
	 3.727.624.531.956 
	 36,65 

	52
	ITMG
	2021
	 2.078.979.759.495 
	 8.862.322.046.445 
	 23,46 

	53
	ITMG
	2022
	 5.434.226.757.000 
	 24.301.122.952.000 
	 22,36 

	54
	ITMG
	2023
	 2.258.987.928.000 
	 10.070.047.008.000 
	 22,43 

	55
	MCOL
	2021
	 1.098.066.314.161 
	 5.020.612.364.100 
	 21,87 

	56
	MCOL
	2022
	 1.566.918.959.749 
	 7.203.419.398.084 
	 21,75 

	57
	MCOL
	2023
	 939.400.658.288 
	 4.612.011.489.344 
	 20,37 

	58
	MDKA
	2021
	 332.918.003.608 
	 809.314.419.742 
	 41,14 

	59
	MDKA
	2022
	 394.773.314.826 
	 1.414.847.020.936 
	 27,90 

	60
	MDKA
	2023
	 104.327.636.250 
	 192.894.590.198 
	 54,09 

	61
	PTBA
	2021
	 2.321.787.000.000 
	 10.358.675.000.000 
	 22,41 

	62
	PTBA
	2022
	 3.422.887.000.000 
	 16.202.314.000.000 
	 21,13 

	63
	PTBA
	2023
	 1.861.792.000.000 
	 8.154.313.000.000 
	 22,83 

	64
	PTPP
	2021
	 606.415.255.490 
	 967.837.239.649 
	 62,66 

	65
	PTPP
	2022
	 498.842.155.308 
	 864.583.886.372 
	 57,70 

	66
	PTPP
	2023
	 516.261.834.325 
	 643.351.353.680 
	 80,25 

	67
	PTRO
	2021
	 105.319.525.905 
	 589.795.052.670 
	 17,86 

	68
	PTRO
	2022
	 141.405.959.000 
	 788.988.305.000 
	 17,92 

	69
	PTRO
	2023
	 56.423.106.000 
	 250.878.798.000 
	 22,49 

	70
	RMKE
	2021
	 56.644.502.470 
	 254.785.807.495 
	 22,23 

	71
	RMKE
	2022
	 111.203.275.882 
	 515.291.871.806 
	 21,58 

	72
	RMKE
	2023
	 86.831.469.252 
	 395.770.833.948 
	 21,94 



Lampiran 3: Hasil output olah data spss
Hasil Uji Statistik Deskriptif	
	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Penghindaran Pajak
	33
	15.46
	35.68
	23.0257
	4.16462

	Corporat Seocial Responsibility
	33
	.12
	1.00
	.6217
	.28145

	Kepemilikan Institusional
	33
	.72
	1.00
	.8916
	.07618

	Valid N (listwise)
	33
	
	
	
	


Sumber: Output SPSS 27














Hasil Uji Normalitas
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	33

	Normal Parametersa,b
	Mean
	.0000000

	
	Std. Deviation
	3.93856563

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.087

	
	Positive
	.087

	
	Negative
	-.059

	Test Statistic
	.087

	Asymp. Sig. (2-tailed)c
	.200d

	Monte Carlo Sig. (2-tailed)e
	Sig.
	.745

	
	99% Confidence Interval
	Lower Bound
	.733

	
	
	Upper Bound
	.756


Sumber: Output SPSS 27
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Hasil Uji Multikolinieritas

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.
	Collinearity Statistics

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	39.189
	8.623
	
	4.545
	<,001
	
	

	
	Corporat Seocial Responsibility
	-.790
	2.555
	-.053
	-.309
	.759
	1.000
	1.000

	
	Kepemilikan Institusional
	-17.577
	9.441
	-.322
	-1.862
	.072
	1.000
	1.000

	Sumber: Output SPSS 27

Hasil Uji Heterokedastisitas


[image: ]
Sumber: Output SPSS 27










Hasil Uji Autokorelasi
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.325a
	.106
	.046
	4.06773
	1.431

	Sumber: Output SPSS 27

	
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)



	Model Summary

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	.048a
	.002
	-.030
	4.22645

	Sumber: Output SPSS 27



Hasil Analisis Regresi dan Uji Hipotesis Regresi Sederhana 

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	23.464
	1.807
	
	12.985
	<,001

	
	Corporat Seocial Responsibility
	-.705
	2.655
	-.048
	-.266
	.792

	Sumber: Output SPSS 27

Hasil Uji Moderated Regression Anlysis (MRA)



	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	42.671
	23.886
	
	1.786
	.084

	
	Corporat Seocial Responsibility
	-6.309
	35.316
	-.426
	-.179
	.859

	
	Kepemilikan Institusional
	-21.409
	26.270
	-.392
	-.815
	.422

	
	X*M
	6.077
	38.778
	.379
	.157
	.877

	Sumber: Output SPSS 27
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